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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penghapusan kekerasan seksual merupakan mandat utama Komnas 

Perempuan yang lahir dari tuntutan masyarakat sipil terutama kaum perempuan, 

kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam mencegah 

dan menangani berbagai kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut 

bertolak dari tragedi kekerasan seksual, khususnya yang dialami perempuan etnis 

Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.
1
 

Sepanjang 2020 Komnas Perempuan menerima 955 kasus kekerasan 

seksual yang terjadi di ranah RT/RW maupun ranah publik. Tidak semua korban 

kekerasan seksual mendapat keadilan dan pemulihan dari berbagai dampak 

kekerasan seksual yang dialaminya. Banyak hambatan mulai dari peraturan 

perundang-undangan, cara kerja dan persfektif aparat penegak hukum hingga 

tidak terintegrasinya sistem hukum pidana dengan sistem pemulihan dan budaya 

yang mempersalahkan korban. 

Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk menghargai, 

memenuhi dan melindungi hak anak, ditetapkan undang-undang khusus untuk 

anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), termasuk 

                                                             
1
 https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf (diakses tanggal 02 Maret 

2022) 
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didalamnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Peraturan 

perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual 

terhadap anak adalah tindak pidana. 

Seiring Perkembangan masyarakat yang semakin maju, Kejahatan juga 

semakin bertambah dengan berbagai macam modus operandinya. Salah satu 

kejahatan yang terbilang telah cukup lama adalah kejahatan kesusilaan salah 

satunya adalah persetubuhan terhadap anak. Dimana kejahatan ini dirasakan 

sangat meresahkan dan menghawatirkan masyarakat terutama orang tua. 

Kesusilan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, 

baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang 

baik. Sehingga masyarakat memiliki anggapan bahwa kesusilaan itu ialah suatu 

perbuatan yang dibenarkan dan dapat pula menjadi perbuatan yang dipersalahkan 

yang berkaitan dengan perbuatan seksual.
2
 

Persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk dari kekerasan 

seksual anak. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in 

Asia Tourism (ECPAT) International adalah hubungan atau interaksi antara anak 

dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara 

kandung atau orang tua dan anak yang digunakan sebagai objek pemenuhan 

kebutuhan seksual. dari pelaku.
3
 

                                                             
2
 Mudzakkir. 2010. Analisis atas Mekanisme Penangana Hukum terhadap tindak pidana 

kesusilaan. Laporan Akhir penulisan karya ilmiah, kementrian Hukum dan HAM RI Retrieved 

from https://studylibid.com/doc/888362/ analisis-atas-mekanisme-penangananhukum-terhadap. 

 
3
 Andhika Giri Persada, Nimas Putri Dyah Ayuningtyas. “Pencegahan Pelecehan  dan Kekerasan   

Seksual   Pada   Anak-Anak   di   SD   Gejayan. Jurnal   Inovasi   dan KewirausahaanVol 4, no. 

3. (2015)., p.212 
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Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 

menyatakan dengan tegas bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”.
4
Sehingganya anak membutuhkan perlakuan yang khusus dalam 

suatu Negara dan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap 

anak. Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk 

kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Karena Anak adalah 

generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan 

suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang 

cerah dan bermartabat. 

Masalahnya adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang 

tua kandung atau orang terdekat korban akan lebih sulit untuk ditangani, karena 

biasanya ada upaya menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya. Persetubuhan yang 

dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya paling tinggi pelakuknya adalah ayah 

kandung, kemudian ayah tiri. Biasanya, kasus persetubuhan terhadap anak oelah 

orang tuanya terjadi dalam waktu lama, dan korban baru melapor saat tidak tahan 

dengan perlakuan pelaku. Sehingga dibutuhkan peran dari pengadilan untuk dapat 

menjatuhkan hukuman maksimal mungkin untuk memberikan efek jera terhadap 

pelaku. Bahkan sudahseharusnya ada hukuman sosial bagi pelaku pemerkosaan 

terhadap anak, misalnya dengan mempublikasikan foto pelaku kepada khalayak. 

Atau penerapan hukuman kebiri bagi para pelaku. 

                                                             
4
UUD Negara  Republik Indonesi Tahun 1945 
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Dalam KUHP telah diatur sanksi pidana untuk kasus pemerkosaan atau 

persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak (termasuk anak 

kandung). Pertama, Pasal 287 KUHP mengenai pemerkosaan anak yang belum 

berumur 15 tahun. Pasal itu berbunyi, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang 

wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak 

jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana 

penjarapaling lama sembilan tahun.” 

Ayat duanya menyebutkan, “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, 

kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu 

hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294." 

Sedangkan yang kedua, dijerat Pasal 294 KUHP, yang berbunyi, “Barang 

siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, 

anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang 

belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan 

kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, 

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” 

Selain itu, sejak berlakunya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa 

pelaku pemerkosa anak (termasuk anak kandung) dapat dijerat dengan Pasal 81 

ayat (1) jo. Pasal 76D.Pasal 76D menyebutkan, “Setiap orang dilarang 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”Sedangkan Pasal 81 ayat (1) 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5611bd4d29799/jerat-pidana-bagi-pelaku-pemerkosaan-anak-kandung
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menyebutkan, “Setiap orangyang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Hasil observasi awal calon penliti menemukan bahwa data  periode 

Januari-Juni 2019 tercatat ada 8 kasus pencabulan dan kekerasan seksual terhadap 

anak. Di periode yang sama tahun 2020, jumlah ini meningkat dan tercatat sudah 

ada 17 kasus yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Gorontalo.Menurut Ipda 

Natalia Oli Plh Kasat Reskrim Polres Gorontalo Mayoritas pelaku, adalah orang-

orang terdekat korban. Seperti tetangga, paman dan ayah sambung (tiri). Bahkan 

ada yang dilakukan oleh ayah kandung. Sementara itu, motif yang dilakukan 

pelaku juga banyak. Ada yang memaksa, dibujuk pakai uang dan ada yang 

diancam. 

Oleh karena itu hal yang menarik untuk diteliti adalah pada putusan nomor 

217/Pid.Sus/2021/PN Gto dimanaTerdakwa CHAKRAM I.M DODA Alias 

YANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Orang tua yang melakukan kekerasan memaksa 

anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara 

berlanjut”  sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum 

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 10 (Sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan. 



6 
 

 
 

Kejahatan terhadap anak-anak, terutama kejahatan seksual, masih akan 

terus terjadi di sekitar kita.Yang memprihatinkan lagi dari beberapa kasus yang 

terjadi diatas, sebagian besar persetubuhan terhadap anak itu justru terjadi di 

tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi si anak bahkan 

dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Dengan demikian sudah seharusnya 

Pemerintah meningkatkan perlindugan anak melalui beberapa program dan 

regulasinya, mulai dari program Taman bermain anak, Kota Layak Anak hingga 

sampai pada Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak serta peran dari 

pengadilan melalui putusan hakim untuk menghukum seberat-beratnya terhadap 

pelaku persetubuhan terhadap anak, bahkan sudah seharusnya hukuman kebiri 

diterapkan kepada mereka.  

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Oleh 

Orang Tua Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN 

Gto)” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana 

kepada orang tua yang melakukan kekersan terhadap anak? 

2. Faktor apakah yang meyebabkan terjadinya kekersan orang tua terhadap 

anak 

1.3 Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah : 
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1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi 

pidana kepada orang tua yang melakukan kekersan terhadap anak 

2. Untuk mengetahui faktor yang meyebabkan terjadinya kekersan orang 

tua terhadap anak 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada suatu yang hendak ingin 

dicapai, dari segi pemamfaatan teoritisnya, diharapkan hasil penelitian 

ini sangat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum 

pidana, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literatur untuk 

menambah khasanah kepustakaan hukum pidana  

2. Mamfaat dari segi praktis, diharapkan juga bermamafaat bagi praktisi 

ilmu hukum pidana, aparat penegak hukum khususnya hakim dalam 

menghadapi kasus-kasus kekerasan sesksual terhadap anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tindak  Pidana. 

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana 

 Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier 

Indonesia menjelaskan bahwa strafbaar feit atau delict merupakan istilah yang 

diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-

undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga 

dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam 

menerjemahkan istilah strafbaar feit. Misalnya :
5
 

1) Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan 

kata strafbaar feit atau delict. Menurut beliau perbutan pidana lebih luas 

cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya 

menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya 

abstrak. 

2) Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam 

menerjemahkan kata strafbaar feit . dalam pandangannya Utrecht menilai 

bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum 

pidana 

3) Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunkan kata pelanggran pidana 

untuk mengartikan delik. 

                                                             
5
Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, “HukumPidana” Jakarta:Mitra WacanaMedia 

halaman:04 
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Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa : 

Strafbaar feit sebagai wederrechtelijkatau suatu peristiwa yang melawan 

hukum yang memuat kaitan  dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan 

yang diperbuat oleh sesorang yang dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya 

Sementara Pompe mengartikan Strafbaarfeitadalah : 

sebagai pelanggran atas suatu aturan/norma(penyimpangan terhadap  

ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun 

ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana 

konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuhan hukuman atas 

perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat..
6
 

 Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulakn bahwa 

Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dariistilah bahasa belanda 

yaitu strafbaar feit/delict yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna 

telah melanggar ketentuan undang-undang pidana. 

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana. 

 Simons memebrikan pandangannya bahwa strafbaar feit memuat unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang 

2. strafbaar gested (adanya sanksi pidana) 

3. onrechtmaatig atau adanya perbuatan melawan hukum 

                                                             
6 Ibid hal 06 
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4. met schuld in verabnd stand (adanya kesalahan) dan toereningsvatoaar (dan 

dapat dipertanggungjawabkan)
7
 

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur 

subjektif tindak pidana 

Unsur-usnur Obyektif  yaitu; 

a) Adanya act atauPerbuatan  

b) Adanya kaibat dari perbuatan itu 

c) Tentang penyertaan sebgai contoh dalam pasl 281 KUHP yang 

sifatnya openbaar 

Unsur-usnur  Subyektif : 

a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya 

b) Memenuhi unsur kesalahan(opzet dan culpa) 

c) Perbuatannya harus diikutim oleh kesalaham dalam diri si 

pembuat. 

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang 

menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno 

memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi : 

a) Adanya Perbuatan manusia  

b) Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu 

c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termua dalam 

tindak pidana  dalam pandangan mnoeljatno adalah : 

                                                             
7 Ibid hal 10-12 
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1) Akibat dari perbuatan 

2) Keadaan-keadaan yang mneyertai perbuatan. 

2.2. Pengertian Anak 

Anak  merupakan seorang  lelaki  atau  perempuanyang usianya belum  

dewasa  atau belum mengalami masa  puberitas.  Anak  juga ialah  keturunan  

kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari  orang tua, orang  dewasa  

adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sementara 

dalam pandangan psikologi, anak merupakan periode pekembangan yang 

merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya 

disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun 

sekolah dasar. 

Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum 

dewasa tercermin dari tingkah  pola dan perilaku anak yang identik kematangan 

yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun 

kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan 

sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa. 

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia 

anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum 

dalam: 

1. Hukum Islam, batasan anak tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi 

dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh), baik 

pria maupun wanita. 
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2. UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah 

berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak 

yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori: 

a.    Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA); 

b.    Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 

angka 4 UU SPPA); dan 

c.  Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 

UU SPPA) 

3. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 

kawin”.  

4. Anak menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa 

apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.  

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BW ) memberikan batasan 

mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka 

yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan 

dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum  dewasa adalah mereka yang 

belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu 

kawin”. 

6. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan 

dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan  Anak., Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 



13 
 

 
 

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, 

termasuk anak yang ada dalam kandungan”. 

7. Menurut Pasal 1 angka (5)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Has Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “Anak dalah setiap 

manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum 

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

adalah demi kepentingannya”. 

8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak Pasal 1 ayat (3) : “ 

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. 

2.3. Tinjauan Perlindungan Hukum 

2.3.1 Teori Perlindungan Anak 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita 

luhur bagsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber 

harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang dengan wajarbaik secara jasmani, rohani, maupun 

sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 

masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul 

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.Jika mereka telah matang 
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pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan 

generasi terdahulu. 

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:  

(1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam 

bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.  

(2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam 

bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. 

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan 

fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: 

1)  penyebarluasan dan  sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang melindungi anak korban tindak kekerasan. 

2)  pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, 

generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia 

sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkanperhatian, pengamatan, dan 

bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat. 

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka 

terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan. Oleh sebab itu, di 

bawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut 

Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya 

hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 

Menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha 

menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan 
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kewajibannya.  Seperti termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan 

diskriminasi”. 

 

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hokum 

perlindungan anak atau remaja dengan pengertian jengdrecht. Kemudian 

perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini: 

a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan 

hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa 

dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang. 

b. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi 

perlindungan hukum yang terdapat dalam 

1) Ketentuan hukum perdata (regles van givilrecht) 

2) Ketentuan hukum pidana (regles van stafredit) 

3) Ketentuan hukum acara (regles van telijkeregels). 

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan 

hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam 

arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. 

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, 

masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka 

perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, 
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mental dan rohaninya. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: 

a. Menjaga Kesopanan Anak 

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk 

menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di 

tangan atau menunjukkan suatu tulisan,gambar, barang yang menyinggung 

perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan purno atau 

alat-alat kontrasepsi. 

b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa 

Pasal 287 Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang 

bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) 

tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara 

pelakunya. 

c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak 

Hal ini diatur dalam pasal 290, 294, 295 dan 297 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Pasal 290 dijekaskan tentang larangan berbuat 

cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam 

keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang 

berubat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang 

belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah 

pengawasannya. Pasal 295 tentang larangan orang memudahkan perbuatan 

cabul oleh anaknya, anak tiri atau anak angkatnya yang belum dewasa 

yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Selanjutnya 
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pasal 297 melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki 

yang belum dewasa untuk berbuat cabul. 

2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : 

Pasal 59 

“ Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi 

darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 

minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau 

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, 

anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang 

menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 

Pasal 64 

“ (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hokum 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik 

dengan hukum dan anak kroban tindak pidana, merupakan kewajiban 

dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hokum 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui : 
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a.  Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 

hak-hak anak; 

b.  Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 

c. Penyediaan sarana dan prasaana khusus; 

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi 

anak; 

e.  Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan 

anak yang berhadapan dengan hukum; 

f.  Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 

orang tua atau keluarga; dan 

g.  Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 

untuk menghindari labelisasi. 

2.4 Hak dan Kewajiban Anak, Serta Pertanggungjawaban Pidana Anak 

Anak sebagai pribadi, tentu memiliki keunikan dan ciri yang khas melekat 

pada dirinya, walupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan 

kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang 

cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, 

pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya 

sangat diperlukan oleh anak dalam tumbuh kembangnya.
8
 

2.4.1 Hak dan Kewajiban Anak 

Pasal 16 ayat (3) deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) 

menetukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah-mendasar dari masyarakat 

                                                             
8
 Rafika Nur, Slamet Sampurno S, Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa, 2020, Sanksi Tindakan : 

Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pare-Pare:Sampan Institute. Hal:50 
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dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah 

instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal. Setiap hak-hak yang 

diatur di dalam HAM berlaku untuk semua umat manusia di dunia, tanpa 

terkecuali,. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh 

batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan 

perlindungankhusus dan bergantug pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, 

terutama pada tahun pertama kehidupannya.
9
 

Dalam pemenuhan hak manusia, seorang anak tidak dapat melakukan 

sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas, orang 

dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-

hak anak. Lebih lanjut dalam pengaturan hak-hak anak di indonesia saat ini diatur 

secara khusus dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konversi Hak-Hak 

Anak. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari 

hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat dan negara.
10

 

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak lengkap rasanya 

apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban 

adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib 

diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. 

Menurut setya wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata 

sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan 

                                                             
9
 Ibid Hal:50 

10
 Ibid hal:50 
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anak tersebut berpredikat “anak yang baik” anak yang baik tidak hanya meminta 

hak-haknya saja, tetapi juga melakukan kewajiban-kewajibannya. 

Bedasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada lima 

hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain: 

1. Menghormati orang tua, wali dan guru 

2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyangi teman; 

3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara; 

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 

5. Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia. 

2.4.2 Pertanggungjawabn pidana Anak. 

Kedudakan anak sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem 

kelompok masyarakat, baik yang tergolong tidak mampu ataupun berada dibawah 

kedudukan akal dan pertumbuhan fisiknya yang sedang dalam pertumbuhan. 

Pertanggungjawabn anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan 

terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan, yaitu anak melakukan tindak 

pidana, sesuai dengan bayas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana dan mampu bertanggungjawab. Adanya kesengajaan atau kelapaan, dan 

tidak adanya alasan pemaaf adala pengecualian. Sebelum adanya putusan 

mahkamah konstitusi batasan umur anak yang dapat diminta pertanggungjawabn 

pidana adalah 8 tahun smapai dengan 18 tahun namun setlah adanya putusan 

mahkasmah konstitusi berubah menjadi 12 tahun sampai 14 tahun.
11

 

 

                                                             
11

 Ibid hal: 51 
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2.4.3 Asas SPPA dan Prinsip Perlindungan. 

Pasal 2 UU SPPA menyebutkan asas-asas sistem peradilan pidana anak 

antara lain: 

1. Asas Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan 

tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara 

fisik dan/atau psikis. 

2. Asas Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak 

harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. 

3. Asas Non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang 

berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis 

kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan 

kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. 

4. Asas Kepentingan Terbaik Anak adalahsegala pengambilan 

keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup 

dan tumbuh kembang Anak. 

5. Asas Penghargaan terhadap Pendapat Anak adalah penghormatan 

atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya 

dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang 

memengaruhi kehidupan Anak. 

6. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak 

asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. 
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7. Asas pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan 

perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan 

jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses 

peradilan pidana. 

8. Aasa Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk 

meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, 

serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. 

9. Asas Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus 

memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. 

10. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah 

pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, 

kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. 

11. Asas penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya 

pembalasan dalam proses peradilan pidana. 

2.5 Kekerasan Seksual 

2.5.1 Pengertian Kekerasan seksual 

Kekerasan seksual adalah jenis penganiayaan yang biasanya dibagi 

menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelakunya, yaitu: 

a) Family Abuse 

Familial abuse, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban 

dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dari keluarga 
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inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, 

misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya 

untuk mengasuh anak. Mayer menyebutkan kategori inses dalam keluarga 

dan mengaitkannya dengan child abuse yaitu kategori pertama, pelecehan 

seksual, ini mencakup interaksi noncoitus, petting, cumbuan, 

eksibisionisme, dan voyeurisme, semua hal yang berhubungan dengan 

merangsang pelaku secara seksual. Kategori kedua, pemerkosaan 

(seksual), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, onani, 

rangsangan oral pada penis (fellatio), dan rangsangan oral pada klitoris 

(cunnilingus). Kategori terakhir yang paling fatal disebut pemerkosaan 

paksa, yang mencakup kontak seksual. Ketakutan, kekerasan dan ancaman 

menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan paling banyak dua kategori 

terakhir yang menyebabkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban 

sebelumnya tidak mengatakan hal itu. 

b) Extra Familial Abuse 

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang 

lain di luar keluarga korban. Dalam pola pelecehan seksual di luar 

keluarga, pelaku biasanya adalah orang dewasa yang dikenal oleh anak 

dan telah menjalin hubungan dengan anak, kemudian membujuk anak 

tersebut ke dalam situasi di mana pelecehan seksual dilakukan, seringkali 

dengan memberikan imbalan tertentu. bahwa anak tidak mendapatkan di 

rumahnya. Anak biasanya diam karena jika diketahui takut memicu 

kemarahan orang tuanya. Selain itu, beberapa orang tua terkadang tidak 
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peduli di mana dan dengan siapa anak-anaknya menghabiskan waktu. 

Anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan mengalami hal ini dan 

harus diwaspadai. 

Menurut Resna dan Darmawan
12

, tindakan kekerasan seksual dapat 

dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Pemerkosaan, Inses dan Eksploitasi. 

a) Rape 

Pelaku pemerkosaan biasanya laki-laki. Pemerkosaan terjadi pada 

saat pelaku pertama kali mengancam untuk menunjukkan kekuatannya 

kepada anak. Jika pemerkosaan dilakukan dengan kekerasan terhadap 

anak, maka akan menjadi resiko yang paling besar karena penganiayaan 

seringkali mengakibatkan emosi yang tidak stabil. 

b. Incest 

Digambarkan sebagai terjadinya hubungan seksual antar individu 

yang berhubungan dengan darah. Lebih luas lagi, yaitu menjelaskan 

hubungan seksual ayah tiri dengan anak tiri, antar saudara tiri. Padahal dua 

hubungan seksual terakhir ini tidak terjalin dengan individu yang memiliki 

hubungan darah. Incest adalah tindakan terlarang untuk hampir setiap 

lingkungan budaya. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan 

seringkali melibatkan proses yang terkondisi. 

c.Exploitation 

Eksploitasi seksual termasuk prostitusi dan pornografi. Seringkali 

melibatkan partisipasi kelompok, dapat terjadi sebagai keluarga atau di 
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 Abu Hueraerah, (2006), “Kekerasan Terhadap Anak” Bandung: Penerbit Nuansa  
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luar rumah dengan beberapa orang dewasa dan tidak terkait dengan anak-

anak dan merupakan lingkungan seksual. Dalam beberapa kasus termasuk 

keluarga, seluruh keluarga ayah, ibu dan anak dapat dilibatkan. Ini adalah 

situasi patologis di mana kedua orang tua sering terlibat dalam aktivitas 

seksual dengan anak-anak mereka dan menggunakan anak-anak sebagai 

pelacur atau untuk pornografi. Eksploitasi anak memerlukan intervensi dan 

penanganan yang serius. 

Kejahatan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

sebagai perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, dan perilaku yang 

bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh 

hukum tertulis. Selanjutnya pelaku Kejahatan disebut sebagai penjahat.Diatur 

dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000 

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Defenisi kejahatan 

terhadap kemanusiaan ialah perbuatanyang dilakukan sebagai bagian dari 

serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut 

ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil. 

Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh 

berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, 

budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan 

negara. 

Kejahatan merupakan masalah manusia yang tidak henti-

hentinya.Walupun telah diterapkan sanksi yang berat, tetap yang namanya 

kejahatan itu merebah kesegala arah sampai ketitik nadinya. Terlepas dari 
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permasalahan asal muasal kejahatan  atau causa kejahatan, ada dua atau lebih 

manusia yang berkumpul, di situ mulailah terjadi penilaian dengan segala akibat 

dan komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan 

hidup. Dengan kata lain apa yang dinamakan dengan kejahatan ataupun 

pembangkangan atau  deviance  akan selalu dan hanya terdapat dalam suatu 

pergaulan bersama. Kejahatan akan selalu ada dan selalu ada didalam masyarakat. 

2.5.2 Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP 

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan  cabul berasal dari 

kata “cabul” dalam kamus Bahasa Indonesia memuat arti perbuatan cabul adalah 

keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan/ kesusilaan). 

Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut: 

“ Perbuatan cabul ialah  segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 

(kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu 

birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, 

meraba-raba buah dada dan sebagainya”. 

Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang berumur 15 tahun 

merupakan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 287 KUHP, yang 

selengkapnya sebagai berikut: 

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di 

luarperkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga 

bahwa umurnybelum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa 

ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan tahun. 
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(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur 

perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu 

hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294. 

 

 

2.5.3 Kejahatan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 35tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak 

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan.Perilaku 

seksual terhadap anak (seksual abuse) merupakan salah satu masalah dalam ruang 

lingkup penelantaraan anak. Apabila penelantaraan anak dengan segala ekses-

eksesnya tidak  segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan 

bangsa yang suram. Alasan apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam 

perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan.Perilaku seksual yang melibatkan 

anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan 

pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak 
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2.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinjauan Yuridis Kekerasan Orang Tua  
Terhadap Anak  

(Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gto) 

Pertimbangan Hakim 

1. Fakta-fakta persidangan (ketrangan saksi, 

ketrangan ahli dan keterangan terdakwa) 

2. Terpenuhi unsur-unsur pidana  

3. Pertanggungjawaban Pidana 

Faktor-Faktor: 

 Penggunaan Obat-
Obatan Terlarang 

 Dorongan Hawa 
Nafsu 

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

Terwujudnya Kepastian Hukum 
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2.7 Definisi Operasional 

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan 

kekerasan dan diskriminasi. 

3. kekerasan seskusal adalah suatu perbuatan dengan paksaan 

berhubungan seskusal baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak 

di sukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial. 

4. substansi hukum (legal substance) adalah aturan atau norma yang 

merupakan pola prilaku manusia dalam masyarakat yang berada 

dalam sistem hukum tersebut. 

5. Struktur hukum (legal structure) merupakan institusionalisasi dari 

entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan 

pengadilan (di Indonesia) yang terdiri dari pengadilan tingkat I, 

Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim 

serta integrated justice system. 

6.  Kultur Hukum adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga 

masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat 

yang akan menentukan pendapat tentang hukum 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Hukum emperis. dalam penelitian hukum emperis melihat hukum 

sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini 

tidak memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan, hanya 

melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap 

obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, 

baik individu, kelompok da atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek 

hukum itu. Dapat dikatkan bahwa Metode penelitian Hukum Emperis ialah 

metode yang dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan (field research).
13

 

3.2 Obyek Penelitian 

Dalam usulan penelitian yang dijaukan oleh calon peneliti objek 

penelitiannya adalah Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gto. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk 

memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan 

dengantopic dan permasalahan, bilamanatopik dan permasalhannya sifatnya 

                                                             
13
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umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan 

data dilokasi bersangkutan.
14

 

Lokasi penelitian ini adalah Polres Gorontalo Kota danPengadilan Negeri 

Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini sesuai dengan tema yang penulis 

angkat tentang penerapan hukum terhadap orang tua memaksa anak melakukan 

persetubuhan 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

 Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan 

himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat 

berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan 

sifat dan ciri yang sama.
15

 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi 

dalam usulan penelitian ini adalah Penyidik Polres Gorontalo Kotadan Hakim PN 

Gorontalo. 

3.4.2 Sampel 

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah 

bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah : 

 2 penyidik Polres Gorontalo Kota 

 2Hakim PN Gorontalo 

 

                                                             
14

Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normati & 

Emperis.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170 
15

Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta. 

Halaman:188 



32 
 

 
 

 

 

 

3.5 Jenis dan Sumber data 

3.5.1 Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau 

literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain 

yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan 

pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut 

3.5.2 Studi Lapangan 

Studi Lapangan dialkukan dengan cara melakukan kajian langsung 

kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan 

permasalhan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang 

mendukung objek peneltian yang diteliti. 

3.6. Tehnik Pengumpulan data 

3.6.1 Teknik Observasi 

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam 

pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting 

dalam mewujudka suatu penelitian yang akurat dan akuntabel. 

3.6.2 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara atau interview adalah tehnik yang dilakukan dalamhal 

pengumpulandata-data dan informasi yangberkenaan dengan penelitian 

dengan melakukan wancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak 
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yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang 

dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber 

wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden. 

3.7 Analisis Data 

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emeperis maka tehnik 

analisis data yang dipakai dalam penyelasiaan penelitian ini yaitu 

mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan 

fakta-fakta dilapngan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan 

deskriftif analisis 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Kasus Putusan Nomor 217/Pid.Sus./2021/PN Gto 

Pemberian sanksi yang akan diberikan kepada ayah kandung yang telah 

melakukan perbuatan pelecehan seksual yaitu cabul terjerat didalam KUHP 

tentang pencabulan misalnya Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 

293, Pasal 194.. dan seterusnya. Apabila tindak pencabulan tersebut tidak 

memenuhi unsur-unsur dalam KUHP maka dapat dijerat dengan peraturan hukum 

diluar KUHP.  

Pemberian sanksi yang akan diberikan kepada ayah kandungnya 

berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terjerat dalam Pasal 

76E dan sanksi yang diberikan terdapat pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) 

ancaman Pasal maksimal 15 tahun penjara berdasarkan 64 ayat (1). 

Kemudian dilihat dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

pidana, hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai 

kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini 

dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan ringan maupun putusan 

berat. Hakim menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik 

yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan 

kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan 

dalam masyrakat.  
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Putusan hakim merupakan puncak tertinggi dari suatu perkara yang 

sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim harus memberikan 

keputusannya mengenai hal-hal sebagaiberikut :
16

 

1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya  

2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu perbuatan tindak pidanadan apakah 

terdakwa bersalah dan dapat dipidana  

3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat 

dipidana. 

Untuk memperjelas dan memperkuat serta mendukung penulisan skripsi 

ini maka penulis akan menyajikan kasus Nomor :217/Pid.Sus./2021/PN Gto serta 

akan menganalisi kasus tersebut agar mendapat kesimpulan. 

4.1.1 Posisi Kasus 

Bermula dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdakwa Chakram 

Alias Yanto telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana secara berulang-

ulang terhadap korban yang masih beruisa 14 tahun memaksa anak korban untuk 

melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan terdakawa setidaknya dua kali 

dilakukan terhadap anak korban yaitu: 

 Pada tahun 2019 tepanya di Desa Pohuwato Timur Kec.Marisa 

Kab.Pohuwato, pada saat anak korban pulang dari sekolah. Anak 

korban melihat terdakwa ckaram alias yanto yang merupakan ayah 
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 Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, hlm.140 
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tirinya. Kemudian tiba-tiba terdakwa menyuruh korban untuk ganti 

pakaiaan dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban 

untuk masuk kedalam kamar dan terdakwa mengikuti korban dari 

belakang. Terdakwa kemudian memaksa anak untuk melepas 

pakaiannya meskpun sempat di tolak oleh korban. Namun karena 

korban mendapat ancaman untuk dipukul dan dibunuh sehingga ia pun 

mengeluarkan pakaiaannya sampai anak korban telanjang bulat, dan 

terdakwa pun langsung memasukkan kemaluaannya (venis) kedalam 

kemaluan (vagina) anak korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan 

atau sperma semnetara anak korban mengalami luka robek pada bagian 

kemaluannya (vagina) sampai mengeluarkan bercak darah. 

 Kemudian terkhir terjadi pada tahun 2020 di Desa Talumopatu Kec. 

Tapa Kab. Bone Bolango dimana terdakwa kembali memaksa anak 

tersebut untuk melakukan persetubuhan dengannya. Meskipun anak 

tersebut sempat menolak dan tidak ingin membuaka pakaiannya 

namun karena terdakwa kembali mengancam sehingga korban terpaksa 

membuka bajunya hingga telanjang bulat dan terdakwa langusung 

memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kelamulan (vagina) korban 

sampai kemaluan (venis) terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) yang 

ditumpahkan kedalam kemaluan (vagina) anak korban. 

 Berdasrkan visum et revertum nomor :445/RSUD-TK/4882/XI/2020 

tanggal 10 November 2020 atas nama anak korban, yang di 

tandatangani oleh dr tonie doda,Sp.Og selaku dokter pemeriksa pada 
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Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, dengan hasil 

pemeriksaan: 

1. Pada daerah selpaut dara titik terdapat luka robek lama pada 

dasar jam sebelas titik jam dua jam empat titik jam enam titik. 

2. Pada derah paha kanan bagian bawah terdapat luka memar titik 

ukuran sepuluh sentimeter kali lima centimeter titik. 

3. Pada daerah paha kanan bagian luar terdapat luka memar 

ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter titik. 

4. Pada daerah betis kanan terdapat luka memar ukuran sembilan 

titik kali dua centimeter titik. 

5. Pada daerah paha kiri bagian luar terdapat luka memar ukuran 

sembilan kali lima centimeter titik. 

6. Pada daerah paha kiri bagian dalamterdapat luka memar ukuran 

duabelas kali lima centimeter titik. 

7. Pada daerah pinggul kiri terdapat luka memar ukuran tujuh kali 

empat centimeter titik. 

4.1.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Adapaun yang menjadi tuntutan jaksa dapat penulis gambarkan 

sebagai berikut:
17

 

1) Menyatkan terdakwa chakram alias Yanto telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak 

pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa 
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anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh 

orang tua” sebagaimana dalam dkawaan pertama. 

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 tahun  

dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan 

perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp 

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan 

selama 3 (tiga) bulan. 

3) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 

4.1.3 Amar Putusan Pengadilan Negeri. 

Adapun amar putusan dalam kasus ini sebagai berikut :
18

 

1) Menyatakan terdakwa Chakram alias Yanto tersebut diatas, telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “orang tua yang melakukan kekerasan memaksa anak untuk 

melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana 

dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdaakwa oleh karena itu dengan 

pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 

60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak 

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) 

bulan. 
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3) Menetapkan masa penagkapan dan penahanan yang telah dijalani 

oleh terdakwaa dikurangkan seluruhnya dari pidanaa yang 

diajtuhkan 

4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan 

5) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,- 

(lima ribu rupiah) 

Studi kasus yang dianggkat penulis dalam pembahasan skripsi ini yaitu 

tentang persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri 

terhadap anaknya, dimana yang terdakwa ialah Chakram alias Yanto selaku ayah 

tiri telah melakukan persetubuhan terhadap anaknya.Penerapan sanksi pidana 

yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang 

No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Kepada Orang 

Tua Yang Melakukan Kekersan Terhadap Anak  

Berdasarkan hasil penelitian keadilan bermakna menempatkan sesuatu 

pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang 

didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka 

hukum (equality before the law). 

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 

:217/Pid.Sus./2021/PN.Gto dalam pertimbangannya lebih berpedoman terhadap 

hukum positif dalam penjatuhan sanksinya tetapi majelis hakim tetap 

mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pelaku, oleh karena 
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itu majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tujuan pemidanaan 

bukanlah semata-mata untuk melakukan balas dendam akan tetapi lebih ditujukan 

untuk mendidik Terdakwa agar kemudian hari tidak melakukan perbuatannya lagi 

dan dapat diterima di masyarakat kembali. 

Putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana ini yang menyatakan 

bahwa terdakwa Chakram alias Yanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang tua yang melakukan 

kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara 

berlanjut”hal ini sesuai dengan tuntutan daripenuntut umum karena dari pihak 

saksi korban merasa dirugikan dengan tindakan terdakwa, ini sesuai dengan 

prinsip perbedaan yang terdapat perbedaan kedudukan antara ayah dan anak. 

Ayah yang seharusnya mendidik dan membimbing anak nya untuk menjadi 

pribadi yang lebih baik dan menjamin keamanan untuk anak nya, tetapi 

realitasnya yang terjadi pada kasus ini seorang ayah menjadi pelaku dari 

perbuatan tindak pidana cabul terhadap anaknya yang tidak sepatutnya dilakukan 

oleh sosok ayah sebagai orang tua. Keputusan majelis hakim tersebut telah 

memberikan keadilan kepada saksi korban yang mengalami kerugian dari 

perbuatan terdakwa. Paling tidak ada dua alasan yang menjadi pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yaitu :Pertama, fakta-

fakta persidangan (ketrangan saksi, ketrangan ahli dan keterangan terdakwa). 

Kedua, Terpenuhi unsur-unsur pidana (pasal 81 ayat 3 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. 

utnuk lebih lebih jelasnya berkut penulis uraikan pertimbangan hakim tersebut : 
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4.2.1 Fakta-Fakta Persidangan (Keterangan Terdakwa, Ketrangan Saksi, 

Dan Ketrangan Ahli) 

Pada kasus ini hakim dalam mencari kebenaran materil menghadirkan 

beberapa saksi diantaranya adalah saksi korban sendiri. Dimana dalam keterangan 

korban menerangkan bahwa : 

1) Saksi korban mengerti di periksa dipersidangan sehubungandengan 

masalah persetubuhan, pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan 

oleh terdakwa Cakram alias Yanto yang merupakan ayah tiri korban. 

2) Saksi korban mengaku tidak pernah mempunyai hubungan cinta 

ataupacaran dengan terdakwa Cakram alias Yanto. 

3) Saksi korban sudah disetubuhi oleh terdakwa berulang ulang kali atau 

lebih dari 3 (tiga) kali,dan pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa 

Cakram aliasYanto pada saat itu ibu saksi lagi keluar rumah. 

4) Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada tahun 2019 

tepatnya Kec. Marisa Kab. Pohuwato dan kejadian yang terahirkalinya 

pada hari sabtu tanggal 07 November 2020, pada siang haritepatnya di 

dalam rumah yang beralamat di desa Talumopatukec.Tapa Kab.Bone 

bolango. 

5) Saksi mengaku bahwa terdakwa Chakram mengancam Saksi dengan pisau. 

Bahwa waktu itu yang pertama waktu Saksi pulang sekolah, ibu 

Saksisedang keluar dan Saksi sendiri di rumah baru pulang sekolah, 

dirumah hanya ada papa tiri Saksi. Kemudian Saksiganti baju, papa tiri 

Saksi masuk ke kamar Saksi membawa pisaudan cambuk, kemudian Saksi 
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disuruh membuka celana. Saksidiancam dan dipaksa, papa tiri Saksi 

mengatakan kalau tidak maumembuka celana. Lalu Saksi membuka celana 

kemudianSaksi disuruh berbaring dan dibuka lebar paha Saksi lalu 

dimasukkanpenisnya ke dalam kemaluan Saksi.  

Sementara keterangan saksi yang lain yang menguatkan keterangan saksi 

korban yaitu saksi Risna Pulumuyudo Alias Linda yang merupakan ibu kandung 

korban yang mana dalam keterangannya menjelaskan bahwa saksi mengetahui 

perbuatan terdakwa atau suami saksi dimulai ketika terdakwa anak korban 

dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan hamil dan disaat yang sama terdakwa 

mengalami sakit strike ringan, badannya mati stengah. Anak korban mengaku 

kepada saksi bahwa dirinya cabuli oleh terdakwa atau suami saksi atau ayah tiri 

dari si anak korban. 

Keterangan saksi diatas diperkuat dengan bukti visum et revertum yang 

mana dalam hal ini sebagai alat bukti surat mempertegas bahwa kekerasan seksual 

yang dialami korban adalah benar adanya sebagai mana hasil dari pemekrisan 

dokternomor :445/RSUD-TK/4882/XI/2020 tanggal 10 November 2020 atas 

nama anak korban, yang di tandatangani oleh dr tonie doda,Sp.Og selaku dokter 

pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, dengan hasil 

pemeriksaan bahwa terdapat luka robek pada area kemaluan (vagina) anak korban. 

Ketentuan yang di atur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1, yaitu: Keterangan 

saksi, Keteranaan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. 5 (lima) alat 

bukti diatas menjadi sangat penting dalam hukum pembuktian. Dimana hukum 

pembuktian dalam hukum acara pidana kita mengenal sistem pembuktian negatif 
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yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari 

mininal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang- undang.  

Sehingga dalam hemat penulis ada tiga point yang penulis uraikan: 

pertama, Keterangan saksi sebagai keterangan utama dalam pembuktian 

dalam putusan ini dimana kedua saksi yang diajukan tidak memberikan gambaran 

yang secara jelas tetang peristiwa pidana tersebut karena kedua saksi tidak melihat 

secara langsung tindak pidana tersebut terjadi tetapi hanya mendengar dari 

pengakuan korban dan ketrangan dari yang lain tentang benar adanya bahwa anak 

korabn mengalami kekerasan seksual. Begitu juga dengan keterangan anak korban 

yang menjadi saksi dalam persidangan dengan memberikan keterangan atas apa 

yang dialaminya memberikan petunju pada hakim dalam memutus perkara ini. 

Kedua, Alat bukti Surat. Kekuatan pembuktian surat jika ditinjau dari segi 

formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat 

bukti surat yang “sempurna”. Sebab bentuk syarat-syarat yang disebut didalamnya 

dibuat secara resmi menurut formalitas yang di tentukan perundang-undangan. 

Kemudain jika ditinjau dari segi materiil, semua alat bukti surat yang disebut 

Pasal 187, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat 

bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat, nilai 

pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai pmbuktian keterangan saksi 

dan alat bukti ahli, sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang “bersifat bebas” 

tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada 

Pasal 187 huruf a, b dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan 
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sendirinya tidak mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. 

Sementara pada keterangan terdakwa. 

Ketiga, adalah Keterangan terdakwa, pada alat bukti ini meskipun nilai 

kekuatan pembuktiaannya tidak sama dengan alat bukti yang lain dimana Hakim 

tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keteranagan 

terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya 

namun keterangan terdakwa sangat penting dalam meyakinkan hakim tentang 

kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan. 

4.2.2 Terpenuhinya Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Pada putusan nomor :217/Pid.Sus./2021/PN Gto dimana terdakwa 

Chakram alias Yanto didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif. 

Bentuk dakwaan ini memiliki kemiripan dengan bentuk dakwaan subsidair. 

Karena terdapat pula dakwaan yang berlapis di dalamnya, tetapi dakwaan yang 

satu dengan yang lain saling mengecualikan dan dalam bentuk dakwaan tersebut 

terdapat suku kata “atau” diantara pasal-pasal yang didakwakan. Pada putusan ini 

ada 3 (tiga) pasal yang digunakan penuntut umum dalam menyusun dakwaan 

yaitu : 

1. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Dakwaan 

Pertama) 

2. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
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tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Dakwaan 

Kedua) 

3. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(Dakwaan 

Ketiga) 

Majelis hakim dalam putusan ini setelah melihat fakta-fakta persidangan 

kemudian menilai unsur-unsur tindak pidana yang dimuat dalam rumusan dakwan 

pertama yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dimana setidaknya dalam pasal 

tersebut memuat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 

1. Setaiap Orang; 

unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur 

perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehinggapatut 

dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenaiorangnya 

(error in persona); bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelakutindak 

pidana yaitu barang siapa. Berangkat darisurat dakwaan, keterangan saksi dan 

terdakwaserta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud 

orangperseorangan adalah menunjuk terdakwa Chakram Alias Yanto. dengan 

demikian unsur ini menurut Hakim telahterpenuhi namun untuk dapat 

tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukantindak pidana dalam pasal 
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ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatanpidananya sebagai keseluruhan 

unsur dari pasal ini. 

2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; 

Pada unsur ini karena bersifat alternative sehingga apabila salah satu 

unsur dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terhadapunsur ini telah 

terpenuhi pula. bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan"adalah 

mempergunakan tenaga atau gerak kekuatan fisik yang menimbulkanrasa sakit 

atau luka pada tubuh korban, misalnya memukul-menyepak-menendang tubuh 

korban, menusuk-mengiris daging tubuh korban. Yang kemudian 

dipersamakan dengan "melakukan kekerasan"adalah membuat orang menjadi 

pingsan atau tidak berdaya.  

Sedangkan yang dimaksud dengan "melakukanancaman kekerasan" 

adalah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkanperasaan takut pada 

diri korban bahwa terdakwa akan menyakiti atau akanmelukai korban baik 

secara fisik atau secara mental. 

Semnetara yang dimaksud dengan anak adalah seseorangyang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalamkandungan. 

Maka dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 

saksianak korban pada saat kejadian berumur 13 tahun, sebagaimana 

keterangansaksi Risna Pulumoduyo Alias Linda yang merupakan orang 

tuakandung saksi anak korban serta bersesuaian dengan fotokopi Akta 

Kelahirandari Pencatatan Sipil Nomor 7504CLT0606201106473 tanggal 06 
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Juni 2011yang ditandatangani oleh Bahari Gobel, S.Ip selaku Kepala Dinas 

SosialKependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. 

Pohuwatomenerangkan bahwa di Marisa pada tanggal dua puluh empat 

desember tahundua ribu lima telah lahir anak korban anak ke satu Perempuan 

dari RisnaPulumuduyo dan Jemi Nentosedangkan saat kejadian adalah pada 

tahun 2019. Oleh karena itu dengan melihat pada keadaan tersebut maka saksi 

anakkorban adalah masih termasuk kategori "anak-anak" sebagaimana 

dalampengertian Undang Undang Perlindungan Anak. 

Dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah 

menyetubuhi anak korban pertama kali pada tahun 2019 di Kabupaten 

Pohuwato dan kejadian terakhirpada tahun 2020, di Kabupaten Bone Bolango 

dengan cara memeluk mencium anak korban kemudian terdakwa ajak masuk 

ke dalam kamar lalu terdakwa membuka celana korban dan naik diatas tubuh 

anak korban kemudian terdakwa masukkan kemaluanterdakwa ke dalam 

kemaluan (vagina) anak korban sehingga mengeluarkancairan sperma di 

dalam kemaluan anak korban. Persetubuhan ini menyebabkan adanya luka 

robek pada kemaluan (vagina) anak korban ini dibuktikan dengan hasil visum 

et repertum. Selain luka robek pada kemaluan (vagina) terdapat luka memar 

sehingga majelis hakim berpandangan bahwa ini adalah bentuk kekerasan 

terhadap anak. 

Oleh karenanya saksi anak korban adalah perempuan anak-anak, yang 

tidak memiliki tenaga atau kekuatan fisik sebagaimana kemampuan yang 

dimiliki oleh orang dewasa menurut Majelis Hakim, bagaimanapun 
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perbuatanterdakwa yang memukul dan menyebubuhi saksi anak korban 

hingga anakkorban hamil dan melahirkan seorang bayi adalah perbuatan yang 

tidak ditolerirdan tidak mendapat pembenaran masyarakat dengan demikian 

unsur "melakukan kekerasanmemaksa anak untuk melakukan persetubuhan 

dengannya telah terpenuhimenurut hukum dalam perbuatan terdakwa; 

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau 

tenagakependidikan 

Berdasarkanfakta dipersidangan bahwa terdakwa adalah orang tua tiri 

saksi anak korban dan terdakwa sebagaimana telahdipertimbangkan diatas 

telah menyetubuhi saksi anak korban dengan kekerasanhingga saksi anak 

korban hamil dan melahirkan seorang bayi. dengan demikian unsur 

"Dilakukan oleh orang tua"telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan 

terdakwa; 

4. Perbuatan Berlanjut 

Dari beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada 

kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yangberkelanjutan (yang 

diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktekmemenuni syarat-syarat: 

a) Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan 

b) Perbuatan-perbuatan 

c) Waktu antaranya tidak terlalu lama, perbuatan yang berulang-ulang 

untukmenyelesaikan perbuatan itu tidak diantarai waktu yang 

terlalu lama. 

 

Untuk memahami unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 81 

ayat (3) Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ada abaiknya penulis 

uraikan terlebih dahulu bunyi dari pasal tersebut yaitu : 

Pasal 81  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula 

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  

(3)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai 

hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, 

aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih 

dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah I/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Mencermati ketentuan diatas dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana 

yang termuat dalam pasal tersebutdalam hemat penulis bahwa pemilihan dakwaan 

pertama dengan dakwaan pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan anak oleh majelis 

hakim adalah adanya muatan unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang 

yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga 

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh 

lebih dari satu orang secara bersama-sama” terdakwa Chakram alias Yanto adalah 

merupakan ayah tiri dari anak korban sehingga frasa “orang tua” terpenuhi. 

Sulastri dan Ahmad Tarmizi
19

 dalam penelitiannya menerangkan bahwa orang tua 

adalahsetiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas 

rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. 

 

                                                             
19

 Sulastri, S., & Ahmad Tarmizi, A. T. (2017). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia 

Dini. Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 1(1), 61–80. 
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4.2.3 Pertanggungjawaban Pidana 

 Pada kasus ini setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta 

persidangan serta pembuktian terhadap setiap unsur-unsur tindak pidana 

kemudian hakim merujuk pada hal-hal yang dapat menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana, baik sebagaicalasan pembenar dan atau alasan 

pemaaf, maka terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya. oleh 

karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan 

dijatuhi pidana. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim PN 

Gorontalo mengatakan bahwa :
20

 

“pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah 

seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau 

tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Dengan demikian seseorang 

melakukan pertanggungjawaban pidana tergantung 2 (dua) hal, yaitu : 

pertama, ada unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum atau harus ada unsur melawan hukum. Kedua, ada unsur subjektif, 

terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan 

atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya. 

 

Berdasarkan wawancara diatas menurut hemat penulis bahwa 

pertanggungjawaban pidana yaitu tindakan yang dilakukan seseorang tersebut 

dapat dipertanggungjawbakan sebagai tindakan pidana atau bukan. Dan seseorang 

harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sehingga seseorang tersebut 

harus melakukan pertanggungjawaban pidana. Terjadinya pertanggungjawaban 

pidana karena telah ada tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang. 

                                                             
20 Wawancara Penulis pada tanggal 1 November 2022 
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4.3 Faktor Apakah Yang Meyebabkan Terjadinya Kekersan Orang Tua 

Terhadap Anak. 

Tindak Pidana Persetubuhanterhadap anak merupakan kejahatan yang 

terkadang menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian yang pada umumnya 

timbul karena keterlambatan untuk melaporkan kasus atau kejadian yang dialami 

oleh korban. 

Secara umum dapat di kemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya tindak pidana dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Faktor Intern adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) 

seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab 

terjadinya kejahatan, seperti faktor umur, agama masing-masing 

individu dan kejiwaan. 

2. Faktor ekstern adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

kejahatan karena sebab yang berasal dari luar diri individu.  

Untuk mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak 

pidana persetubuhan terhadap anak, dapat dimulai dengan mengetahui 

peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus Kekerasan 

Seksual. Pada putusan ini setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan 

terjadinya persetubuhan terhadapa anak yaitu: 

4.3.1 Faktor Penggunaan Obat-obatan terlarang atau Minuman Keras 

Seseorang yang telah kecanduan obat- obatan terlarang dia akan 

melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan 

kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. 
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Salah satu persoalan yang sering muncul dipermukaan dalam kehidupan 

yang ada di lingkungan masyarakat ialah tentang tindak pidana persetubuhan 

terhadap anak yang diakibatkan oleh penggunaan obat terlarang atau Minuman 

Keras.Perbuatan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh orang mabuk ini 

dirasakan sangat mengganggu kehidupan masayarakat.Akibatnya, kehidupan 

masayarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi 

mereka. 

Faktor penggunaan obat terlarang atau Minuman Keras mengakibatkan 

para pelaku tidak dapat lagi menguasai salah satu pancaindranya atau anggota 

badannya akibatnya tidak dapat mengontrol dirinya, maka dari itu sangat besar 

kemungkinan untuk melakukan kejahatan, termasuk melakukan Kejahatan 

Kekerasan Seksual dilakukan dengan cara memaksa kepada korbannya, sehingga 

untuk mengikuti nafsu birahinya pelaku melakukan pemaksaan karena di bawah 

pengaruh minuman keras. 

Sebagaimanawawancara penulis dengan salah satu pelaku dengan salah 

satu penyidik Polres Gorontalo Kota Iptu Mohamad Nauval Seno,STK.,SIK  , 

mengatakan bahwa : 
21

 

“benar sekali bahwa rata-rata kasus persetubuhan terhadap anak yang 

dilakukan oleh orang tua  banyak dipengaruhi oleh penggunaan obat-obat 

terlarang atau miras. Hampir semua dalam kasus persetubuhan terhadap 

anak pelaku sangat menyesali perbuatannya dan mengaku sama sekali 

bukan kehendaknya tapi karena dibawah pengaruh miras atau obat-

obatan“ 

 

Faktor diatas jelaslah terlihat bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap 

anak pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah 

                                                             
21 Wawancara pada tanggal 22 Oktober 2022 
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penggunaan obat-obat terlarang atau miras. Pihak kepolisian sebagai salah satu 

lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum 

dan menjadi ujung tombak dalam menanggulangi terjadinya Kejahatan, dimana 

polisi merupakan penyidik utama dalam menangani suatu Kejahatan.Sebagai 

institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan Kejahatan, maka diperlukan 

suatu keahlian dan kecakapan khusus dalam menghadapi Kejahatan yang terjadi 

di masyarakat. 

Pada kasus ini terdakwa chakram alias yanto dalam melakukan 

perbuatannya pertama kali tepatrnya di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019 

juga diakibatkan pengbaruh obat-obatan. Awal mula kejadian itu ketika terdakwa 

menyuruh anak korban mengganti pakaiaan sekolahnya. Setelah anak tersebut 

keluar dari kamar tiba-tiba terdakwa kembali menyuruh anak korban untyk masuk 

ke dalam kamar kembali dan disusul oelh terdakwa kemudian terdakwa menyuruh 

melepas pakaiannya kembali sampai anak tersebut dalam keadaan telanjang bulat. 

Meskipun saat itu anak korban sempat menolak perintah terdakwa “Kase Keluar 

Baju Cepat…Cepat..” lalu dijawab oleh anak korban “saya tidak mau” kemudian 

terdakwa kembali mengancam terdakwa dengan mengatakan “ kalau kamu tidak 

mau, saya akan pukul dan bunuh. Dan tidak bisa sekolah dan tidak bisa keluar 

rumah. Dan handpone saya akan tarik kembali. Karena anak korban takut akan 

ancaman dari terdakwa akhirnya ia pun menuruti kemauan terdakwa. 

Melihat fakta diatas menurut penulisfaktor ini menjadi sangat penting 

sehingga terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut, terdakwa yang tidak mampu 

mengendalikan dirinya karena diabawah pengaruh obat-obatan  membuat dirinya 
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melakukan kejahatan bahkan terhadap anak tirinya sendiri. Hanya saja pada kasus 

ini perbuatan persetubahan terhadap anaknya bukan hanya sekali tetapi sudah 

berkali-kali setelah persetubuhan dilakukannya pertama kali itu. Artinya tidak 

semua persetubahan yang dilakukan oleh terdakwa atas pengaruh obat-obatan 

tetapi karena kebiasaan dan kesempatan yang ada. 

4.3.2 Dorongan Hawa Nafsu 

Dikarenakan adanya dorongan hawa nafsu seksual yang sangat kuat dari 

diri si pelaku yang mendorong si pelaku untuk mensetubuhi anaknya tersebut. Si 

pelaku tidak mampu menahannya dan melakukan perbuatan tersebut kepada 

anaknya sendiri yang mana lama kelamaan si pelaku mulai merasa ketagihan 

sehingga hal itu terulang tanpa sepengetahuan sang istri. 

Bahkan di setiap kesempatan yang sangat memungkinkan, seperti keadaan 

rumah dimana hanya ada si pelaku dan korban dan adik korban yang juga masih 

sangat kecil serta kurangnya perhatian dari warga sekitar sehingga dengan 

kesempatan seperti ini membuat si pelaku dengan mudah melakukan suatu tindak 

kejahatan. Dengan adanyakesempatan seperti ini maka terjadilah persetubuhan 

yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya. Misalnya pada tahun 2020 ketika 

terdakwa melakukan perbuatnnya tepatnya di Kabupaten Bone Bolango, yang 

mana pada saat itu ibu dari anak korban yaitu saksi Risna Pulumuyudo sedang 

keluar ke pasar dan pada saat itu anak korban sedang tidur siang didalam kamar 

anak korban dan terdakwa masuk dan melakukan persetubuhan dengannya. 

Perbuatn semacam ini terus dilakukan jika terdakwa mendapatkan kesempatan. 
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Dorngan nafsu dalam dirinya sulit di bendung lagi oleh terdakwa sehingga setiap 

ada kesempatan terdakwa kembali melakukan perbuatannyaa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana ini yang 

menyatakan bahwa terdakwa Chakram alias Yanto tersebut 

diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “orang tua yang melakukan kekerasan 

memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara 

berlanjut” didasari atas dua hal pertimbangan yaitu fakta-fakta 

persidangan (keterangan terdakwa, ketrangan saksi, dan 

ketrangan ahli),  Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan 

Pertanggungjawaban pidana. 

2. Adapun yang mernjadi faktor penyebab terjadinya persetubuhan 

terhadap anak dipengaruhi oleh dua hal yaitufaktor penggunaan 

obat-obatan terlarang atau minuman keras dan faktor dorongan 

hawa nafsu. 

5.2  Saran 

1. Diharpakan agar kedepannya hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara tetapi 

penjatuhan hukuman bagi para pelaku diberikan hukuman yang 

lebih berat lagi agar pelaku merasa jera dan bertobat dan juga agar 
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masyarakat yang lain tau sanksi dari perbuatan tersebut sehingga 

masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang sama. 

2. Diharapkan peran orang tua atau keluarga agar dapat mengawasi 

atau mengontrol perilaku tiap anggota keluarganya, dan jangan 

terlalu percaya pada anggota keluarga sendiri karena hal tersebut 

dapat terjadi bila kita lengah. Serta sedapat mungkin jangan 

pernah biarkan anak-anak ditinggal sendirian dirumah tanpa ada 

pengawasan dari keluarga atau kerabat yang lain. 
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